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PUTUSAN
Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Mdo
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 21 September 1989, agama

Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas

Bunaken, Pendidikan Strata |, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXKX, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Klaten, 27 Juni 1983, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi

Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor

371/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2016 Penggugat dengan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota Manado,
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sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
282/16/X1/2016 tertanggal 10 November 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan
Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Orang Tua
Penggugat di Kelurahan Kombos Timur sebagaimana alamat Penggugat
diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXxxXX (lak-laki)
berumur 4 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat
dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran
pertengahan tahun 2017 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
- Bahwa Tergugat sering kali turun dari rumah meninggalkan
Penggugat dan anak selama berhari-hari hingga serkarang Tergugat
telah turun dari rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan
tidak pernah kembali;
- Bahwa Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban
sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah
terhadap diri Penggugat dan anak sejak sekitaran akhir tahun 2018
sampai dengan saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
sekitaran akhir tahun 2018 dengan disebabkan oleh segala permasalahan
Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b diatas, sehingga
diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan
hubungan sebagaimana Suami Istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah
dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan saat ini,
maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui
Pengadilan Agama Manado;
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6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun
bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa
yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku
Perawat telah memperoleh surat izin Perceraian dari Atasannya yakni
Kepala Puskesmas Bunaken sebagaimana Surat Keterangan Izin
Perceraian Nomor : 124/D.02.16/ADM/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:
A.
Surat:
1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 282/16/X1/2016 tertanggal 10
November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatanagi oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota
Manado. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-1);
B.
Saksi:
1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor

Lepas, tempat kediaman di Teling Atas, Lingkungan I, Kota Manado di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak 2018 Tergugat meninggalkan
Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, setahu saksi
Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada
Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan

Tergugat;
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2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Kombos Timur Lingkungan V, Kec. Singkil, Kota
Manado di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak 2018 Tergugat meninggalkan
Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, setahu saksi
Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada
Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
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ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah Tergugat sejak tahun 2018 telah meninggalkan Penggugat dan
anaknya hingga sekarang, dan selama itu pula tidak penah menafkahi

Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 12 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 12 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
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Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa pada awal tahun 2017 Tergugat sering kali turun dari rumah
meninggalkan Penggugat dan anak selama berhari-hari dan pada akhir
2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali
lagi, selama itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan
nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar tidak
bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap
pada gugatannya karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan
Penggugat. Dengan demikian hal tersebut telah menujukkan bahwa diantara
Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa
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tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-
Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan
bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para
pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang
dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin
dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan
menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Dengan
demikian, maka tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya
sudah sulit dapat diwujudkan ruamh tangga Penggugat dan Tergugat, oleh
karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal mana
sesuai dengan bunyi Kitab Al Anwar Il halaman 422 dan pendapat ahli figih
dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar’iyah halaman 21 sebagai berikut

ssall tlow jLz 0 ol aplsi) o,lias] 3w o
asle oSl aiglly

Artinya: “Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau
membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan
(berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat “

o)l ade gl lgzg i) azg il at, pac xwil I3lg
]
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Artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada
suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka
dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta
memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal
19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula gugatan Penggugat tidak melawan hak
dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1)
RBg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terggat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya
perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi
Ahmad Baihagi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dewi
Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
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Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Dra. Vahria sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Drs. Satrio A. M. Karim Drs. Mufi Ahmad Baihagi, M.H
Hakim Anggota,
Ttd

Dewi Angraeni Kasim, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd
Dra. Vahria

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 70.000,00
3. Panggilan Rp 300.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 440.000,00

( empat ratus empat puluh ribu rupiah )
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